SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

- NOMOR %| TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang : &

Mengingat A B

bahwa untuk mendukung kebutuhan proses penilaian
mandiri atas pembangunan zona integritas pada unit
kerja, tim penilai internal zona integritas menuju
wilayah bebas dari korupsi perlu ditinjau kembali;

. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak
relevan dan perlu diubah sebagaimana mestinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional tentang Tim Penilai Internal Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang

Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional;

4. Peraturan . . .



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

20

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

S. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM PENILAI
INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN
NASIONAL.

Menetapkan Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Penilai Internal merupakan tim yang dibentuk oleh

pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas:

a. Melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona
Integritas yang dilakukan oleh unit kerja;

b. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan
instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk
mendapat predikat menuju WBK; dan

c. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit
yang telah mendapat predikat Menuju WBK dan
melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Tim Penilai Internal dalam proses pembangunan Zona

Integritas juga mempunyai peran untuk:

a. Menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang
sedang membangun Zona Integritas;

b. Menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan
pendampingan dalam rangka pembangunan Zona
Integritas di unit kerja sehingga unit Kkerja
mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama
terkait komponen-komponen pembangunan Zona
Integritas; dan

c. Berkonsultasi kepada Tim Penilai Nasional terkait
proses pembangunan Zona Integritas pada unit kerja.

KEEMPAT . . .
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Hal-hal yang yang harus diperhatikan oleh Tim Penilai

Internal pada saat melakukan evaluasi:

a. Komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai
terkait program Zona Integritas;

b. Kualitas penerapan dari komponen Proses serta
ketersediaan data dukung; dan

c. Inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh unit
kerja.

Masa kerja Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak
tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan 31
Desember 2021.

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional ini mulai berlaku, maka Keputusan
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor
49 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Internal Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

NOMOR %] TAHUN 2021

TENTANG TIM PENILAI INTERNAL ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
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